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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-filling 
system dan taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi 
perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi 
pada KPP Pratama Makassar Selatan dan yang telah menggunakan sistem e-
filling, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 wajib pajak. 
Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara 
langsung. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 
dikumpulkan melalui survei kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih 
mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan e-filling 
system dan taxpayer awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperlemah) interaksi antara 
penerapan e-filling system dengan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi sosialisasi 
perpajakan tidak mampu memoderasi interaksi antara taxpayer awareness dengan 
kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar setiap wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dapat meningkatkan 
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kepatuhannya dengan adanya sistem e-filling dan meningkatkan kesadaran untuk 
membayar pajak. 
Kata Kunci: e-filling system, taxpayer awareness, tax compliance, tax 
socialization 
 
Abstract: This study aims to examine the effect of implementing e-filling system and 
taxpayer awareness on tax compliance with taxation socialization as a moderating 
variable. This research is quantitative research with a descriptive approach. The 
population in this study are all taxpayers registered in the KPP Pratama South 
Makassar. Sampling technique using purposive sampling method. The sample in this 
study are taxpayers who are registered as personal taxpayers in KPP Pratama 
South Makassar and who have used thesystem e-filling, while the sample in this 
study amounted to 40 taxpayers. 
Data collection method is using a questionnaire that is distributed directly. The 
data used in the study are primary data collected through questionnaire surveys. 
Data analysis using multiple linear regression analysis and moderation regression 
analysis with the absolute difference value approach. The results showed that 
partially the application of e-filling systems and taxpayer awareness had an effect 
on taxpayer compliance, tax socialization could moderate (weaken) the interaction 
between the application of e-filling systems with tax compliance, but taxation 
socialization was not able to moderate interactions between taxpayer awareness 
with tax compliance. The implication of this study is that every taxpayer registered 
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at KPP Pratama South Makassar can improve its compliance with the e-filling 
system and increase awareness to pay taxes. 








A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus 
melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber 
pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 
2014). Menurut Suminarsasi (2012); dalam Ulfa (2015) mengemukakan bahwa 
pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas 
negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dipaksakan 
dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung untuk membiayai 
pengeluaran umum negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan 
pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai 
sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dengan demikian sangat 
diharapkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara 
sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi dan Jati, 2014). 
Manurung (2013), pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan 
menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara 
mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri 
dan pembangunan infrastruktur. 
Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment 
System dan Self Assessment System. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut 
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self assessment system yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan 
untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan 
besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus 
dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa 
Self Assessment System menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga 
masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary 
compliance). Taxpayer awareness atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 
Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan tax compliance (Jatmiko, 2006; 
dalam Latifah, 2013). Muliari dan Setiawan (2010), masyarakat harus sadar akan 
keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Arah kebijakan 
fiskal 2016 adalah penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh 
fundamental pembangunan ekonomi berkualitas oleh karena itu sangat pentingnya 
ada kesadaran dan kepatuhan setiap wajib pajak di Indonesia, khususnya di Sulsel 
(Ronalyw, 2016). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela 
merupakan tulang punggung dari Self Assessment System. Salah satu kendala yang 
dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah tax compliance 
(kepatuhan wajib pajak). Tax compliance yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib 
pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat 
mematuhi hak dan kewajibannya. 
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Menurut Sembiring (2018), pemerintah mencatat realisasi penerimaan 
perpajakan 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target di Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Walaupun angka 
capaian pajak ini sudah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi masih 
ada selisih antara realisasi dengan target. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan 
pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan 
masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan 
reformasi perpajakan. Rahman (2010: 210) menyatakan bahwa reformasi 
perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau 
peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi 
perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga 
transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana 
dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan 
terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul 
pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar 
tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang 
dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-
perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi 
dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good 
governance (Sari, 2013: 7). 
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Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Madayanto et 
al (2015) perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di 
tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan 
mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 
tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT 
pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik 
Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk e-Filling atau Electronic 
Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara 
elektronik (e-Filling) yang dilakukan melalui sistem online yang real time (Wowor 
et al, 2014). 
E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online 
yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website 
Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan 
dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 
mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan 
dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib 
Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filling dapat 
meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang 
terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 
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jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa 
perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Secara 
sederhana e-Filling merupakan implementasi penerapan e-Government dalam tax 
administration khususnya dalam pelaporan SPT, e-Filling telah digunakan di 
beberapa negara untuk menunjang sistem perpajakan yang ada (Wowor et al, 2014). 
Penerapan sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib 
Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Pengguna e-filling di Sulawesi 
Selatan juga masih dibawah harapan atau sekira 40% dari wajib pajak yang ada di 
Sulawesi Selatan (Megawati,2016). Pada tahun 2011 KPP Pratama Makassar 
Selatan mampu mengumpulkan penerimaan dari pajak sebesar Rp742 triliun, 
dimana angka tersebut belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan 
sebesar Rp763 triliun. Untuk mewujudkan target tersebut dibutuhkan dukungan dan 
kesadaran para wajib pajak, serta guna untuk memperbaiki kekurangan ini KPP 
Pratama Makassar Selatan sudah melakukan modernisasi administrasi perpajakan 
(RakyatSulsel, 2012). Berikut data dari KPP Pratama Makassar Selatan yang 
diperoleh dari PDI yang berisikan WPOP dengan jenis SPT 1770 yang pelaporan 
SPTnya memakai cara manual dan e-filling pada tahun 2016: 
Tabel 1.1 Cara Pelaporan SPT WPOP 
Bulan 
Cara Pelaporan SPT 
Manual e-Filling 
Januari 119 1 
Februari 298 1 
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Maret 1525 84 
April 97 68 
Mei 49 17 
Juni 60 6 
Juli 12 4 
Agustus 39 10 
September 121 9 
Oktober 31 2 
November 33 3 
Desember 70 14 
Total 2.454 219 
 
Sumber: Pelayanan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan 
Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 
terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya penelitian yang 
dilakukan oleh Sarunan (2015) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan 
proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan 
pelaksanaan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) mengenai pengaruh 
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modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan 
Modern pada KPP Pratama Bandung ”X” sebagian besar dalam kategori baik dan 
sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai 
beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruh 
penerapan e-fielling system dan taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib 
pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi berdasarkan 
kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penerapan e-filling system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
2. Apakah taxpayer awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara 
penerapan e-filling system dengan kepatuhan wajib pajak? 
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara taxpayer 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah penerapan e-filling system berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Untuk mengetahui apakah taxpayer awareness berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi 
hubungan antara penerapan e-filling system dengan kepatuhan wajib pajak. 
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi 
hubungan antara taxpayer awareness dengan kepatuhan wajib pajak. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen, 
variabel independen dan variable moderasi. Variabel Dependen (Y) dalam 
penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Variabel Moderasi (M) dalam 
penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan, dan Variabel Independen (X) dalam 
penelitian ini adalah Pengimplementasian e-Filling System (X1) dan Taxpayer 
Awareness (X2). 
1. Definisi Operasional 
a. Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel 
lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen. 
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1) Penerapan e-Filling System (X1) 
e-Filling merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern 
yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara 
elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem on-line 
yang realtime dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. 
2) Taxpayer Awareness (X2) 
Taxpayer awareness atau kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang 
sadar sebagai warga negara yang baik dalam memenuhi kewajibannya dalam 
melaporkan SPT Tahunan. Taxpayer awareness atas fungsi perpajakan sebagai 
pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
(Jatmiko, 2006; dalam Latifah, 2013). 
b. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, 
kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar 
pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat 
Pemberitahuan. 
c. Variabel Moderating (M) 
Variabel moderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat 
atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan 
variable dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel moderasi 
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adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan 
oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan 
khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan 
baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat 
(Handayani dan Tambun, 2016).  
Tabel 1.2 Indikator Variabel 
Variabel Indikator Skala 
Penerapan e-
Filling System 
1. Kecepatan pelaporan SPT, 
2. Lebih hemat, 
3. Penghitungan lebih cepat, 
4. Kemudahan pengisian SPT, 
5. Kelengkapan dan pengisian SPT, 
6. Lebih ramah lingkungan, 
7. Tidak merepotkan. 
Menggunakan skala 
likert 1-4 
1) Sangat Setuju 
2) Setuju 
3) Tidak Setuju 





1. Mengetahui adanya undang-
undang dan ketentuan perpajakan 
2. Mengetahui fungsi pajak untuk 
pembiayaan negara 
3. Memahami bahwa kewajiban 
perpajakan harus dilaksanakan 




1) Sangat Setuju 
2) Setuju 
3) Tidak Setuju 




4. Memahami fungsi pajak untuk 
pembiayaan negara 
5. Menghitung, membayar, 
melaporkan pajak dengan sukarela 
6. Menghitung, membayar, 
melaporkan pajak dengan suka 
benar. 




2. Diskusi dengan wajib pajak dan 
tokoh masyarakat 
3. Informasi langsung dari petugas ke 
wajib pajak 
4. Pemasangan billboard 
5. Website Dirjen Pajak 
Menggunakan skala 
likert 1-4 
1) Sangat Setuju 
2) Setuju 
3) Tidak Setuju 





1. Kepatuhan untuk mendaftarkan 
diri, 
2. Kepatuhan dalam penghitungan 
dan pembayaran pajak terutang, 




1) Sangat Setuju 
2) Setuju 
3) Tidak Setuju 




4. Kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemberitahuan. 
Putri, et al (2017) 
 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh antara variabel independen 
yaitu, penerapan sistem e-filling dan taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib 
dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan 
pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang 
menggunakan e-Filling pada KPP Pratama Makassar Selatan, alasan memilih lokasi 
penelitian tersebut karena KPP Pratama Makassar Selatan merupakan kantor 
pelayanan pajak yang mencakup wilayah kerja yang paling luas mencakup 23 
Kabupaten/Kota dan terbagi menjadi KPP Pratama, 1 KPP Madya, dan 13 KP2KP. 
Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Makassar Selatan yang telah menggunakan sistem e-Filling. 
E. Penelitian Terdahulu 
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F. Pengembangan Hipotesis 
1. Penerapan e-Filling System berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan 
negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu 
membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak 
selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan 
melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut 
adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan 
atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang 
dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat 
memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. E-filling merupakan bagian dari 
reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam 
pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan 
diterapan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan 
kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berkut : 
H1: Penerapan e-filling system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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2. Taxpayer Awareness berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi 
perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
Munari (2005) menyatakan bahwa taxpayer awareness berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998); dalam Jatmiko (2006) 
mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali 
menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. 
Taxpayer awareness  sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Taxpayer awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan 
e-filling system dengan kepatuhan wajib pajak. 
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk 
memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak 
agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun 
tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak 
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adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 
melaksanakan hak perpajakannya. 
Menurut Hutami (2013); dalam Handayani dan Tambun (2016), 
menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rohmawati et al (2013); dalam 
Handayani dan Tambun (2016), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas 
sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan 
atas pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat 
penggunaan e-filing harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat 
pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya e-filing dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan 
yang baik dengan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H3: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-
filling system terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4. Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara taxpayer 
awareness dengan kepatuhan wajib pajak. 
Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada 
wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati 
dkk, 2013; dalam Handayani dan Tambun, 2016). Menurut Setianto (2010) 
menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Handayani dan Tambun (2016), 
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bahwa sosialisasi perpajakan merupakan bukan variabel moderasi dan 
memperlemah hubungan. Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi 
perpajakan atas pengaruh taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 
hasilnya berbeda-beda sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dalam 
penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H4: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara taxpayer 
awareness terhadap kepatuhan wajib pajak. 
G. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan teori kognitif sosial 
yang dipioniri oleh Bandura dimana teori kognitif sosial ini relevan untuk 
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar  
pajak. Serta teori kepatuhan yang merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi 
dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan 
wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib 
Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan 
perundang-undangan  yang telah ditetapkan. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Makassar Selatan, 
diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam 
memberikan gambaran mengenai modernisasi perpajakan khususnya dalam 
penerapan system e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat 
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berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan 






A. Teori Kognitif Sosial 
Teori kognitif sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat 
pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977; dalam Robbins, 1996). 
Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) 
yaitu teori yang mangandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-
konsekuensinya.  Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam 
pembelajaran sosial meliputi :   
1. proses perhatian (attentional)  
2. proses penahanan (retention)  
3. proses reproduksi motorik  
4. proses penguatan (reinforcement)  
Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari sesorang atau model, 
jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. 
Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model 
tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah 
pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang 
mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran  supaya 
berperilaku sesuai dengan model.  Teori kognitif sosial ini relevan untuk 




Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang pertama kali diperkenalkan 
oleh Fritz Heider tahun 1958 yang menyebutkan bahwa teori attribusi membahas 
mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu hal terjadi, apakah hal tersebut 
terjadi karena faktor internal atau eksternal (Hudayati, 2002). Teori ini menjelaskan 
tentang sebab-sebab perilaku manusia, dalam mengamati perilaku seseorang, 
dilihat dari apakah hal tersebut karena faktor internal (misal kemampuan, 
pengetahuan atau kebutuhan) atau eksternal (misal keberuntungan, kesempatan dan 
lingkungan). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang 
diyakini berada dalam kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. 
Perilaku secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar yaitu terpaksa 
berperilaku karena situasi yang dihadapi oleh individu tersebut atau dengan kata 
lain karena adanya tekanan.  
B. Teori Kepatuhan 
Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana 
seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak 
merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap 
kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan  yang telah ditetapkan. 
Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu 
motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik 
yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak 
untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan 
pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi system administrasi 
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perpajakan berupa perbaikan pelayan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang 
berbasis e-system. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan 
pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar 
perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori 
kepatuhan. 
Hal ini tidak sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) atau 
perilaku yang direncanakan menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang 
menyimpang dipengaruh oleh faktor sikap, norma subjektif, serta kontrol 
keperilakuan yang dipersepsikan. Istilah pendekatan behavior pertama kali 
digunakan oleh Lindzey 1954 dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada 
tahun 1958. Tiraada (2013) perilaku menyimpang yang dilakukan wajib pajak 
terjadi karena adanya niat untuk melakukan hal tersebut atau niat untuk berperilaku. 
Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya niat berperilaku yaitu: 1) 
behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atas hasil tersebut. 2) normative beliefs  yaitu dorongan atau motivasi yang 
berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang 
tersebut. 3) control beliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal yang 
mendukung dan menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsinya 
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 
tersebut.  
C. Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan 
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
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memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada 
terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material: 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. 
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantifatau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik dalam 
perpajakan.Berbagai teori kepatuhan pajak yang dikemukakan beberapa ahli 
menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
pajak. Pendekatan sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika 
orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan 
memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari 
ketidakpatuhan. Jackson dan Miliron (1986); dalam Palil dan Mustapha (2011) 
mendefenisikan kepatuhan pajak sebagai melaporkan seluruh pendapatan dan 
membayar seluruh pajak berdasarkan hukum, peraturan dan keputusan pengadilan. 
James dan Alley (1999); dalam Jotopurnomo dan Mangoting (2013) 
mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. 
Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di ukur dengan Tax Gap 
yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa 
yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Tax gap dapat pula diartikan sebagai 
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perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak 
yang seharusnya terkumpul. Sarker (2003) mendefenisikan kepatuhan wajib pajak 
sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi atau tidak peraturan 
perpajakan di negaranya. Internal Revenue Service (Brown dan Mazur, 2003) 
mengelompokkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan : (1) 
kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan pembayaran 
(payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Ketiga 
tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama-sama akan memberikan 
gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak. 
D. Pajak dalam Perspektif Islam 
Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim 
atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-
satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, 
maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Para ulama benar-benar 
sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan 
membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan 
pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan 
korupsi hasil pajak (Widodo, 2010:24). 
Adapun pengertian pajak dalam islam, pajak adalah harta yang diwajibkan 
Allah SWT  kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-
pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal 
tidak ada uang atau harta (Qadim, 2002). Definisi yang dikemukakan Abdul Qadim 
lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang 
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dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: 
a. Diwajibkan oleh Allah Swt. 
b. Obyeknya harta 
c. Subyeknya kaum muslim yang kaya. 
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka. 
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 
diatasi oleh Ulil Amri. 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya 
adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 
membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 
akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu 
kewajiban. Adapun beberapa ayat untuk diperbolehkannya pajak ialah Qs. Al-
Hujurat ayat 15 dan Qs. At-Taubah ayat 41: 
Surat Al Hujurat: 15 
اُوبَاتْرَيَهاَجَو  َْمل   ُمث  ِهِلوُسَرَو  ِ  للِّاب اُونَمآ  َنيِذ لا  َنُونِمْؤُمْلا اَم ِنإ  
 ۚ   ِ  للّاَكِئ
ََٰلُوأُمَُهنُوقِدا  صلا  ِلِيبَس ِيف  ْمِهُِسفَْنأَو  ْمِهِلاَوَْمِأب اُود  
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya 
(beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak raguragu dan 
mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka 
Itulah orang-orang yang benar.” 
Menurut Quraish Shihab terkait surah Al Hujurat:15 “Sesungguhnya orang-
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orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka 
terhadap apa yang diimaninya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 
Hanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Hal itu karena jihad 
membuktikan benar dan kuatnya iman mereka. Sebaliknya, orang yang tidak kuat 
berjihad, maka yang demikian menunjukkan imannya lemah. Dalam ayat tersebut 
Allah Subhaanahu Wa Ta'aala mensyaratkan iman mereka dengan tidak ragu-ragu, 
karena iman yang bermanfaat adalah keyakinan yang pasti kepada apa saja yang 
diperintahkan Allah untuk diimani. Dimana hal itu tidak dicampuri oleh keraguan 
sedikit pun, yang membenarkan iman mereka dengan amal mereka yang baik. Oleh 
karena itu, barang siapa yang mengaku beriman, mengerjakan kewajiban dan 
lawazim (yang menjadi bagiannya), maka dialah yang benar imannya atau mukmin 
hakiki. 
Surat At Taubah: 41 
ِيف  ْمُكُِسفَْنأ  َو  ْمُكِلاَوَْمِأب اُودِهاَجَو  ًلَاقِثَو ًافَافِخ اوُرِفْنا  
 ۚ   َنوَُملَْعت  ُْمتْنُك  ْنِإ  ْمَُكل   رْيَخ  ْمُكِل
ََٰذ  ِ  اللّ  ِلِيبَس   
Terjemahannya: 
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan 
berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahui.” 
Pandangan Quraish Shihab mengenai surah At Taubah:41, “Hai orang-
orang mukmin, apabila datang seruan untuk berjihad, sambutlah seruan itu, baik 
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secara pribadi maupun kelompok sesuai dengan keadaan masing-masing, dengan 
semangat tempur dan kekuatan senjata. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam 
berjihad terdapat kekuatan dan kebaikan bagi kalian, apabila kalian mengetahuinya 
dengan baik dan benar. Berjihad dengan jiwa dan harta lebih baik dari berdiam di 
tempat, karena di sana terdapat keridhaan Allah, memperoleh derajat yang tinggi di 
sisi-Nya, membela agama Allah, dan masuk ke dalam barisan tentara-Nya.  
Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengambil harta sebagai 
pajak diperbolehkan. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan 
darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang 
akan terjadi, sementara perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat 
menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian diperbolekan 
untuk memungut pajak. 
E. Penerapan Sistem e-Filling 
Menurut Noviandini (2012) e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT 
yang dilakukan melalui system on-line dan real-time baik untuk Orang Pribadi 
maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau 
penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, 
sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu 
tanda terima secara manual. 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 
tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, 
Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan 
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Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi 
(Apllication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak”. Dalam 
pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) 
yaitu: 
1. Berbentuk badan. 
Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang 
ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang 
berorientasi pada laba atau non laba. 
2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). 
Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan 
penyampaian SPT secara on line yang real time. 
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak 
Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib 
Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. 
Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus 
menandatangani perjanjuan dengan Direktorat Jenderal Pajak 
Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP 









g. http://www.pajakmandiri.com, dan  
h. http://www.spt.co.id. 
Menurut Gita (2010) e-filling ini sengaja dibuat agar tidak ada 
persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi 
karena merekam sendiri SPTnya. E-fillingbertujuan untuk mencapai transparansi 
dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
Dengan diterapkannya sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan dan 
mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu 
dating ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan 
dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi 
peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filling juga dirasakan manfaatnya 
oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih 
mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan 
SPT. 
Berikut ini proses untuk melakukan e-filling dan tatacara penyampaian SPT 
Tahunan secara e-filling: 
1. Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (e-FIN) 
secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna 
32 
 
e-filling. Pengajuan permohonane-FINdapat dilakukan melalui situs DJP atau 
KPP terdekat. 
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filling paling lambat 30 hari setelah 
diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan 
memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filling melalui 
e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang 
berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filling. 
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs 
DJP dengan cara: 
a. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-fillingdi situs DJP. E-SPT adalah Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik 
(Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. 
b. Meminta kode verifikasi untuk pengirimane-SPT, yang akan dikirimkan 
melaluiemailatau SMS.Mengirim SPT secara online dengan mengisikan 
kode verifikasi. 
c. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui 
email.Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian 
SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama 
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 




1. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. 
SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber 
penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki 
penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan 
bebas. 
2. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 
1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya 
dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya 
tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak 
terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga 
koperasi. 
Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak 
melalui situs DJP yaitu: 
1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan 
kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan 
jaringan internet. 
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak 
dipungut biaya. 
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem 
computer. 
4. Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard. 




6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, 
SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh 
terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP 
sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali 
diminta oleh KPP melalui Account representative. 
F. Taxpayer Awareness 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu 
dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tetu 
menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, 
dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak 
tersebut masih rendah. Taxpayer awareness adalah suatu kondisi dimana wajib 
pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan 
benar dan sukarela. Menurut Asri (2009); dalam Aditya et al (2017) wajib pajak 
dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan enam hal berikut: 
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, 
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, 
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, 
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, 
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela, dan 
6. Menghitung, mebayar dan melaporkan pajak dengan sukabenar. 
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Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena 
dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan. Wajib pajak 
harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib 
pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai 
dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan 
keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 
G. Sosialisasi Perpajakan 
Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit 
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban 
perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alas an, antara lain: 
1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal 
Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang 
membutuhkan sosialisasi/penyuluhan. 
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar 
untuk ditingkatkan. 
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan 
besarnya tax ratio. 
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis. 
Dalam rangka pencapaian tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau 
penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi 




sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak 
bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring 
Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum 
melakukan penyetoran pajak untuk pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi 
bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk 
terus patuh. 
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 
dua cara sebagai berikut: 
1. Sosialisasi langsung, adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan 
berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk 
sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, 
Tax to School/Tax Goes to Campus, dan sebagainya. 
2. Sosialisasi tidak langsung, adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada 
masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. 
H. Rerangka Pikir 







(X1) Kepatuhan Wajib 
















A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian explanatory research 
dengan pendekatanya yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode 
explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan 
kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel 
dengan variabel yang lain.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan yang terletak di jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Gedung Keuangan Negara I 
Panakukkang, Makassar. KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu kantor 
pelayanan pajak di kota Makassar. Alasan yang memperkuat dipilihnya KPP 
Pratama Makassar Selatan sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data DJP 
luas wilayah kerja Kanwil DJP Sultanbatara terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan 
yang mencakup 23 Kabupaten/Kota dan terbagi menjadi 9 KPP Pratama, 1 KPP 
Madya, dan 13 KP2KP. Untuk wilayah Sulawesi Barat mencakup 7 
Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 2 KPP Pratama dan 3 KP2KP. Sedangkan, 
wilayah Sulawesi Tenggara yang mencakup 17 Kabupaten/Kota terbagi menjadi 3 
KPP Pratama dan 5 KP2KP. Sehingga diasumsikan bahwa kemungkinan 
ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi terjadi di KPP yang wilayah cakupannya 
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luas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan penerapan e-filling system dan 
taxpayer awareness yang diperkuat dengan sosialiasi perpajakan. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 
orang, objek, transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya 
atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2014). Populasi dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, artinya sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria (Indarti 
dkk, 2016). Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang. Adapun wajib pajak yang 
dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan 
menerapkan sistem e-filling. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 
Data subyek  adalah  jenis  data  penelitian  yang  berupa  opini,  sikap, pengalaman, 
dan karakteristik  dari  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menjadi  subyek  
penelitian (responden). Menurut Sekaran (2006) data primer adalah data yang 
dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa (sumbernya). 
Data primer dalam  penelitian  ini  adalah  tanggapan  yang  akan  dijawab langsung  





1. Data Primer 
a) Penerapan e-Filling System 
Data tersebut di peroleh langsung dari lapangan melalui 
wawancara dengan pihak terkait, mengenai penerapan e-filling 
system pada Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan 
khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. 
b) Taxpayer awareness 
Jenis data di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara 
dengan pihak terkait, mengenai taxpayer awareness terkait 
kesadaran para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Makassar Selatan. 
c) Kepatuhan Wajib Pajak 
Jenis data di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara 
dengan pihak terkait, serta kuesioner terkait mengenai kepatuhan 
wajib pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. 
d) Sosialisasi Perpajakan 
Jenis data ini di peroleh langsung dari lapangan dari pihak terkait 
dan penyebaran kuesioner, mengenai sosialisasi perpajakan yang 
telah dilakukan oleh pegawai pajak baik melalui penyuluhan, 
diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi 
langsung dari petugas ke wajib pajak, pemasangan billboard, dan 
sosialisasi melalui website Dirjen Pajak. 
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2. Data Sekunder 
a) Gambaran umum KPP Pratama Makassar Selatan. 
b) Jumlah wajib pajak 5 tahun terakhir yang terdaftar di KPP Pratama 
Makassar Selatan. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner 
dengan menggunakan skala likert. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 
tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Sekaran, 2006). Skala likert 
memiliki interval 1-4 dengan rincian 1. Sangat Setuju, 2. Setuju, 3. Tidak Setuju, 
dan 4. Sangat Tidak Setuju. Untuk memperoleh data yang lebih akurat kuesioner 
dibagikan secara langsung kepada responden dan diberikan pengarahan tentang tata 
cara pengisian kuesioner. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih 
mudah dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-
aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah 
mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut 
dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data 
adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data 
yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang 
diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-
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kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan 
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 
bantuan komputer melalui program SPSS Statistics 21.0  for windows. 
1. Analisis Data Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 
gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup 
nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar 
deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk 
memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data 
demografi tersebut antara lain: jabatan responden, latar belakang 
pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis data demografi lainnya. 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Reabilitas 
Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar 
suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 
2007; dalam Rahmi, 2010). Instrument dipercaya jika jawaban dari 
responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien crobach alpha 
dengan bantuan SPSS. Cara untuk mengukur reabilitas dengan 
Cronbach’s Alpha dengan kriteria sebagai berikut: a) kurang dari 0,6 





b. Uji Validitas 
Uji validitas dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur dan 
mengetahui tingkat ketepatan indikator yang diteliti oleh peneliti 
(Turnip, 2014). Menurut Cooper (2003) dalam Jumaili (2005), uji 
validitas menguji seberapa baik satu atau seperangkat instrument 
pengukuran mengukur dengan tepat suatu konsep studi yang 
dimaksudkan untuk diukur. Validitas dapat diartikan sebagai suatu 
karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat 
test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan 
peneliti untuk diukur. Dengan uji validitas peneliti dapat mengetahui 
apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-
benar dapat menjalankan fungsinya. Validitas suatu data tercapai jika 
pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing 
pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Dalam 
penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk menguji validitas 
konstruk setiap tabel yaitu dengan melakukan analisa faktor dengan 
melakukan analisa faktor dengan program SPSS for windows varsi 17.0. 
Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah jika korelasi antara 
skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai 
tingkat signifikansi dibawah <0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat 
dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan 
dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas >0,05 maka 
butir pertanyaan tersebut tidak valid. 
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3. Uji Asumsi Klasik 
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap 
hasil  yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan 
karena model regresi harus  diuji  terlebih  dahulu  apakah  sudah  memenuhi  
asumsi  klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut: 
a. Uji Multikolinearitas 
Menurut Husein Umar (2011) dalam Octavia dan Kustiawan 
(2013) mendefinisikan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui 
apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas 
yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat 
di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika 
terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, 
tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai 
dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada 
pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat 
sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini 
digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada 




2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh 







bebas lainnya. Jika nilai VIF < 10 maka dalam data tidak terdapat 
multikolinieritas (Gujarati, 2003; dalam Octavia dan Kustiawan, 2013). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Husein Umar (2011) dalam Octavia dan Kustiawan 
(2013) mendefinisikan uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
lain. Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak 
homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi 
efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan 
uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas 
terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila ada koefisien 
korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan 
adanya heteroskedastisitas. Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik 
plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. 
4. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian  hipotesis terhadap  pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen  dilakukan  dengan  meggunakan  analisis  
regresi  linier berganda. Analisis  regresi linier berganda merupakan 
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analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang 
jumlahnya lebih dari satu terhadap suatu variabel dependen (Ariwibowo 
dan Nugroho, 2013). Bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai 
berikut: 
Y= α + β1X1 + β2X2 + e 
Keterangan :  
Y    =  Kepatuhan Wajib Pajak 
α       =  Konstanta  
X1  =  Penerapan e-Filling System 
X2  =  Taxpayer Awareness   
β 1- β 2 =  Koefisien regresi berganda 
 e         =  error term 
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 
(Absolute Difference Value) 
Ghozali (2013) mengajukan model regresi yang agak berbeda 
untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih 
mutlak dari variabel independen.  Menurut Ghozali (2013) interaksi ini 
lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan 
dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. 
Misalkan jika skor tinggi untuk variable penerapan e-filling system dan 
taxpayer awareness berasosiasi dengan skor rendah sosialisasi 
perpajakan (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang 
besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel penerapan e-
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filling system dan taxpayer awareness berasosiasi dengan skor tinggi dari 
sosialisasi perpajakan (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan 
akan berpengaruh terhadap sosialisasi perpajakan. Langkah uji nilai 
selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZM + β4|ZX1-ZM| + β5|ZX2–ZM|+ e 
Keterangan: 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
ZX1  = Standardize Penerapan e-Filling System 
ZX2  = Standardize Taxpayer Awareness 
ZM  = Preferensi Risiko 
|ZX1–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai           
absolute perbedaan antara ZX1 dan ZM 
|ZX2–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai 
absolute perbedaan antara ZX2 dan ZM 
A = Kostanta 
Β  = Koefisien Regresi 
e  = Error Term 
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Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui criteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 3.1 
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signifikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
Keterangan: 
 b2 :   variabel sosialisasi perpajakan 
            b3 :  variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Penerapan e-
Filling System dan Taxpayer Awareness) dengan variabel sosialisasi perpajakan. 
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi 
dan uji regresi secara parsial (t-test): 
1) Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 
satu. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika 
nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen 
sangat terbatas.Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: a) 
Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen tidak kuat, b) Jika Kd mendekati satu (1) 
berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. 
2) Uji Simultan ( Uji F )  
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel-
variabel  bebas  secara  bersama-sama terhadap variabel terikat. 
Menentukan  kriteria  uji  hipotesis  dapat  diukur  dengan  syarat:    
a. Membandingkan F hitung dan F tabel 
Jika F  penelitian  >  F  tabel  maka  hipotesis  diterima. 
Artinya  variabel independen  secara  bersama-sama  
mempengaruhi  variabel  dependen secara signifikan. Sedangkan 
jika  F  penelitian < F tabel maka  hipotesis ditolak. Artinya  
variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 





b. Melihat probabilities values  
Probabilities  value  >  derajat  keyakinan  (0,05)  maka  
hipotesis ditolak.  Artinya  variabel  independen  secara  bersama-
sama  tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
Sedangkan probabilities  value  <  derajat  keyakinan  (0,05)  maka 
hipotesis diterima.  Artinya  variabel  independen  secara  bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
3)  Uji Regresi Secara Parsial 
Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial 
guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu 
terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap 
variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, 
dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig masing-
masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 
0,05.Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: a) Jika probabilitas 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja 
vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan 
Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip 
Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan 
Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan 
fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan 
hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor 
Pelayanan  PBB Makkasar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
Makassar. 
Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur 
Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama 
Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri 
Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah 
penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi 
KKP Pratama Makassar Selatan. 
Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP 
mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 





PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak. Oleh kerana itu, struktur organisasi mengalami 
perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional 
Pemeriksa Pajak. 
Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama 
Makassar Selatan, diantaranya: 
1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 
dan Tenggara tahun 2011 
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP 
Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. 
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II. 
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan 
Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan tenggara dalam 
ranka hari Keuangan ke-65 
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI. 
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan 
Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %. 
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam 
mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan 







1. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan 
Visi Direktorat Jenderal Pajak  
“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di 
Asia Tenggara.” 
Misi Direktorat Jenderal Pajak  
“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan 
Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan 
negara demi kemakmuran rakyat.” 
Visi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam 
penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.” 
 Misi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk 



















bertindak dengan baik 
dan benar serta 
memegang teguh kode 
etik dan prinsip-prinsip 
moral 
1. Bersikap jujur, tulus, 
dan dapat dipercaya 
2. Menjaga martabat dan 




Bekerja tuntas dan akurat 
atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan 
komitmen yang tinggi 
3. Mempunyai keahlian 
dan pengetahuan yang 
luas. 
4. Berkerja dengan hati 
SINERGI 
( SINERGY ) 
Membangun dan 
memastikan hubungan 
kerjasama internal yang 
produktif serta kemitraan 
harmonis dengan para 
pemangku kepentingan 
untuk menghasilkan 
karya yang bermanfaat 
dan berkualitas 
5. Memiliki sangka baik, 
saling percaya dan 
menghormati 










sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat, dan aman 
7. Melayani dengan 
berorientasi pada 
kepuasan pemangku 
8. Bersikap proaktif dan 
cepat 
KESEMPURNAAN 
( EXCELLENCE ) 
Senantiasa melakukan 
upaya pembaikan di 
segala bidang untuk 
menjadi dan memberikan 
yang terbaik 
9. Melakukan perbaikan 
terus menerus 
10. Mengembangkan 






















3. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan 
Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama adalah sebagai berikut: Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,danKelompok 








































































































































































Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut : 
1. Seksi Pelayanan  
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat 
lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta 
melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan 
langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa 
disingkat TPT. 
Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah : 
Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa : 
➢ Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
➢ Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
➢ Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan  
➢ Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh 
2. Sub Bagian Umum 
Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan 
pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan 
pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan 








3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman 
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 
Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan 
kinerja organisasi. 
4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak 
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran 
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan 
lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk 
kepala kantor. 
5. Seksi Penagihan  
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 
penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, 







7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, 
serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas 
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan 
profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak 
dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. 
8. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan 
dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, 
bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. 
4. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan  
KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di 





Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km2, dengan jumlah penduduk 
sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan 
Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 
persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama 





penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota 
Makassar. 
Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah 
Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang 
sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 
5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang 
salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya. 
5. Jumlah Wajib Pajak 5 Tahun Terakhir  
Tabel 4.1 
Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak 
  2013 2014 2015 2016 2017 
1. WP Terdaftar 108.250 117.090 130.688 142.441 154.091 
  • Badan 12.469 13.471 14.255 15.291 16.461 
  • OP Non Karyawan 16.323 14.807 15.723 17.303 19.077 
  • OP Karyawan 79.458 88.812 100.710 109.847 118.553 
      
  2013 2014 2015 2016 2017 
2. WP Terdaftar Wajib SPT 91.862 89.820 88.540 82.932 83.262 
  • Badan 7.715 7.268 6.964 6.932 6.420 
  • OP Non Karyawan 10.671 8.953 6.049 6.394 7.121 
  • OP Karyawan 73.476 73.599 75.527 69.606 69.721 
      
  2013 2014 2015 2016 2017 
3. Realisasi SPT 42.889 42.307 40.841 44.400 45.745 
  • Badan 3.375 3.357 3.724 4.094 3.949 
  • OP Non Karyawan 2.316 2.069 2.589 2.559 3.231 
  • OP Karyawan 37.198 36.881 34.528 37.747 38.565 
      
  2013 2014 2015 2016 2017 
4. Rasio Kepatuhan ( 3 : 2 ) 0,47 0,47 0,46 0,54 0,55 
  • Badan 0,44 0,46 0,53 0,59 0,62 
  • OP Non Karyawan 0,22 0,23 0,43 0,4 0,45 
  • OP Karyawan 0,51 0,5 0,46 0,54 0,55 





Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang 
terdaftar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, baik wajib pajak 
terdaftar SPT maupun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak setiap 
tahunnya. Selain itu, rasio kepatuhannya juga menunjukkan peningkatan setiap 
tahunnya bahkan pada tahun terkahir mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang 
terdaftar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari para wajib pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sudah sebagian besar 
menunjukkan kepatuhannya dalam mematuhi kewajibannya yaitu membayar pajak 
sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 
B. Hasil Penelitian  
1. Karakteristik Responden 
Adapun jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 40 kuesioner dengan 
pembagian sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Data Distribusi Kuesioner 
No Keterangan Jumlah 
Kuesioner 
Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 40 100 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 0 0 % 
3 Kuesioner yang kembali 40 100 % 
4 Kuesioner yang cacat 0 0 % 
5 Kuesioner yang dapat diolah 40 100 % 
n sampel = 40 
Responden Rate = (40/40) x 100% =100% 
 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 40 
butir dan semua kuesioner tersebut kembali dan dapat diolah atau tingkat 





Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, 
yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan per tahun. 
Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai 
data responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 
1 Laki-laki 22 55,00% 
2 Perempuan 18 45,00% 
Jumlah 40 100% 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak 
adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang atau sebesar 55,00% 




Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Usia   Jumlah Persentase 
1 <25 Tahun 9 22,50% 
2 26-30 Tahun 8 20,00% 
3 31-35 Tahun 10 25,00% 
4 36-40 tahun 6 15,00% 
5 >40 tahun 7 17,50% 
Jumlah 40 100 % 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.4 menunjukkan usia responden dalam penelitian ini sebagian besar 
berumur antara 31-35 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 25,00%, usia 





dengan umur antara 26-30 tahun sebanyak 8 responden atau sebesar 20,00%, 
responden yang berumur antara 36-40 tahun sebanyak 6 responden atau sebesar 
15,00% dan yang berumur lebih dari 40 tahun sebanyak 7 responden atau sebesar 
17,50%. 
c. Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SMA/SMK 5 12,50% 
2 D3 6 15,00% 
3 S1 24 60,00% 
4 S2 3 7,50% 
5 S3 2 5,00% 
Jumlah 40 100 % 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi 
oleh pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 24 responden atau sebesar 60,00%, 
sedangkan responden dengan tingkat pendidikan strata 3 (S3) sebanyak 2 responden 
atau 5,00%, tingkat pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 3 responden atau sebesar 
7,50%, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 6 responden atau 
sebesar 15,00%, dan untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK 
sebanyak 5 responden atau sebesar 12,50%. 
d. Pendapatan per Tahun  
Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Tahun 
No. Masa Kerja Jumlah Persentase 
1 <Rp30.000.000 10 25,00% 
2 Rp31.000.000 – 
Rp60.000.000 
27 67,50% 





Jumlah 40 100 % 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.6 menunjukkan pendapatan per tahun responden yang paling 
banyak berada Rp31.000.000-Rp60.000.000 per tahun yaitu sebanyak 27 responden 
atau sebesar 67,50%. Yang kurang dari Rp30.000.000 per tahun sebanyak 10 
responden atau sebesar 25,00% dan diatas Rp60.000.000 per tahun sebanyak 3 
responden atau sebesar 7,50%. 
a. Analisis Deskriptif  Variabel  
Deskripsi variabel dari 40 responden dalam penelitian dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Penerapan e-Filling System 40 20 68 54,65 6,848 
Taxpayer Awareness 40 7 28 21,95 3,609 
Kepatuhan Wajib Pajak 40 11 22 14,40 2,329 
Sosialisasi Perpajakan 40 14 36 27,90 3,372 
Valid N (listwise) 40     
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel  
penelitian. Berdasarkan  tabel  4.7,  hasil analisis dengan menggunakan statistik  
deskriptif terhadap Penerapan e-Filling System menunjukkan nilai minimum 
sebesar 20, nilai  maksimum sebesar 68, mean (rata-rata) sebesar 54,65 dengan 
standar deviasi  sebesar 6,848. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif  terhadap variabel Taxpayer Awareness menunjukkan nilai 





dengan standar deviasi sebesar 3,609. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
menunjukkan nilai minimum  sebesar 11, nilai maksimum sebesar 22, mean (rata-
rata) sebesar 14,40 dengan standar deviasi sebesar 2,329. Variabel Sosialisasi 
Perpajakan menunjukkan  nilai  minimum  sebesar 14, nilai maksimum sebesar 36, 
mean (rata-rata) sebesar 27,90 dengan standar deviasi sebesar 3,372.  
1) Analisis Deskriptif  Variabel Penerapan e-Filling System (X1) 
Analisa deskriptif terhadap variabel penerapan e-filling system  terdiri dari 
17 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai penerapan e-filling system 
akan dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.8 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Penerapan e-Filling System 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase Skor Mean 
STS TS S SS   
X1.1 
1 1 22 16 
133 3,32 
2,5% 2,5% 55% 40% 
X1.2 
1 2 22 15 
131 3,27 
2,5% 5% 55% 37,5% 
X1.3 
1 2 24 13 
129 3,22 
2,5% 5% 60% 32,5% 
X1.4 
1  28 11 
129 3,22 
2,5%  70% 27,5% 
X1.5 
1  34 5 
123 3,07 
2,5%  85% 12,5% 
X1.6 
 1 27 12 
131 3.27 
 2,5% 67,5% 30% 
X1.7 
 1 33 6 
123 3,12 
 2,5% 82,5% 15% 
X1.8 
 1 31 8 
127 3,17 
 2,5% 77,5% 20% 
X1.9 
1 1 26 12 
129 3,22 
2,5% 2,5% 65% 30% 
X1.10 
1 5 30 4 
117 2,92 
2,5% 12,5% 75% 10% 
X1.11 
1 3 24 12 
127 3,17 
2,5% 7,5% 60% 30% 





2,5%  70% 27,5% 
X1.13 
1  36 3 
121 3,02 
2,5%  90% 7,5% 
X1.14 
1  29 10 
128 3,20 
2,5%  72,5% 25% 
X1.15 
1  23 16 
134 3,35 
2,5%  57,5% 40% 
X1.16 
1  18 21 
139 3,47 
2,5%  45% 52,5% 
X1.17 
1  23 16 
134 3,35 
2,5%  57,5% 40% 
Rata-Rata Keseluruhan 3,21 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 40 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel penerapan e-filling system (X1) berada pada skor 3,21. Hal ini berarti 
bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel penerapan 
e-filling system. Pada variabel penerapan e-filling system, terlihat bahwa nilai 
indeks tertinggi sebesar 3,47 berada pada item pernyataan keenambelas. Sebagian 
besar WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa dengan adanya 
penerapan e-filling system, maka lebih ramah lingkungan karena meminimalisir 
penggunaan kertas. 
2) Analisis Deskriptif  Variabel Taxpayer Awareness  (X2) 
Analisa deskriptif terhadap variabel taxpayer awareness terdiri dari 7 item 
pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai taxpayer awareness akan 
dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.9 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Taxpayer Awareness 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean  
STS TS S SS 
X2.1 
1  32 7 
125 3,12 






1  18 21 
139 3,47 
2,5%  45% 52,5% 
X2.3 
1  29 10 
128 3,20 
2,5%  72,5% 25% 
X2.4 
1 6 22 11 
123 3,07 
2,5% 15% 55% 27,5% 
X2.5 
1 5 26 8 
121 3,02 
2,5% 12,5% 65% 20% 
X2.6 
1 5 29 5 
118 2,95 
2,5% 12,5% 72,5% 12,5% 
X2.7 
1 1 31 7 
124 3,10 
2,5% 2,5% 77,5% 17,5% 
Rata-Rata Keseluruhan 3,13 
   Sumber: Data primer diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 40 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel taxpayer awareness (X2) berada pada skor 3,13. Hal ini berarti bahwa rata-
rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel taxpayer awareness. 
Pada variabel taxpayer awareness, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,47 
berada pada item pernyataan kedua. Sebagian besar WPOP di KPP Pratama 
Makassar Selatan menganggap bahwa dalam taxpayer awareness, wajib pajak 
harus mengetahui bahwa pajak harus kita bayar karena pajak adalah kewajiban kita 
sebagai warga Negara. 
3) Analisis Deskriptif  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Analisa deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 9 
item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai peningkatan penerimaan pajak 
akan dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Peningkatan Penerimaan Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean  
STS TS S SS 





 2,5% 60% 37,5% 
Y.2 
 5 29 6 
121 3,02 
 12,5% 72,5% 15% 
Y.3 
 1 36 3 
122 3,05 
 2,5% 90% 7,5% 
Y.4 
 1 33 6 
125 3,12 
 2,5% 82,5% 15% 
Y.5 
 1 36 3 
122 3,05 
 2,5% 90% 7,5% 
Y.6 
1 4 30 5 
119 3,12 
2,5% 10% 75% 12,5% 
Y.7 
1  32 7 
125 3,12 
2,5%  80% 17,5% 
Y.8 
1  31 8 
126 3,15 
2,5%  77,5% 20% 
Y.9 
1 5 27 7 
120 3,50 
2,5% 12,5% 67,5% 17,5% 
Rata-rata Keseluruhan 3,16 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 40 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada skor 3,16. Hal ini berarti bahwa 
rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel kepatuhan pajak. 
Pada variabel kepatuhan wajib pajak, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 
3,50 berada pada item pernyataan kesembilan. Wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Makassar Selatan sudah patuh dalam menyetorkan kembali surat 
pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas berakhir. 
4) Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan (M) 
Analisis deskriptif terhadap variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 5 
item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan akan 







Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean  
STS TS S SS 
M.1 
  30 10 
130 3,25 
  75% 25% 
M.2 
 1 31 8 
127 3,17 
 2,5% 77,5% 20% 
M.3 
 5 31 4 
119 2,97 
 12,5% 77,5% 10% 
M.4 
 19 18 3 
104 2,60 
 47,5% 45% 7,5% 
M.5 
 26 12 2 
96 2,40 
 65% 30% 30% 
Rata-rata Keseluruhan 2,88 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 40 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel sosialisasi perpajakan (M) berada pada skor 2,88. Hal ini berarti bahwa 
rata-rata responden tidak setuju terhadap item-item pernyataan variabel sosialisasi 
perpajakan. Pada variabel sosialisasi perpajakan, terlihat bahwa nilai indeks 
tertinggi sebesar 3,25 berada pada item pernyataan pertama. Sebagian besar WPOP 
di KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penyuluhan pajak 
merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak. 
C. Uji Kualitas Instrumen 
Tujuan dari uji kualitas instrumen adalah untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen yang dihasilkan dari 
penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji 






1. Uji Validitas 
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya 
kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk 
mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total 
Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat 
dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 40 responden dan 
besarnya df dapat dihitung 40–2 = 38 dengan df = 38 dan alpha = 0,05 didapat r 
tabel = 0,312. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 
0,312.  Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
4.12 berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas 






X1.2 0,639 Valid 
X1.3 0,653 Valid 
X1.4 0,715 Valid 
X1.5 0,656 Valid 
X1.6 0,643 Valid 
X1.7 0,479 Valid 
X1.8 0,591 Valid 
X1.9 0,786 Valid 
X1.10 0,713 Valid 
X1.11 0,735 Valid 
X1.12 0,786 Valid 
X1.13 0,703 Valid 
X1.14 0,716 Valid 
X1.15 0,806 Valid 
X1.16 0,782 Valid 





X2.2 0,754 Valid 
X2.3 0,874 Valid 
X2.4 0,829 Valid 





X2.6 0,820 Valid 






Y.2 0,718 Valid 
Y.3 0,726 Valid 
Y.4 0,724 Valid 
Y.5 0,798 Valid 
Y.6 0,869 Valid 
Y.7 0,803 Valid 
Y.8 0,878 Valid 





M.2 0,779 Valid 
M.3 0,794 Valid 
M.4 0,886 Valid 
M.5 0,865 Valid 
Sumber : Data Primer diolah 2018 
Tabel  4.12 tersebut  memperlihatkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  
memiliki  nilai koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  daripada  r-tabel.  Hal  
ini  berarti  bahwa  item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan 
dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 
2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang  
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan  menggunakan metode 
Alpha Cronbach yakni suatu  instrumen  dikatakan  reliabel  bila memiliki koefisien 
keandalan reabilitas sebesar 0,70 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat 








Hasil Uji Realibilitas 
No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan 
1. Penerapan e-Filling System  0,934   Reliabel 
2. Taxpayer Awareness 0,932 Reliabel 
3. Kepatuhan Wajib Pajak 0,906 Reliabel 
4. Sosialisasi Perpajakan 0,890 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua 
variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 
kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel penerapan e-filling system, 
taxpayer awareness, kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yaitu 
dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.  
D. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi 
berganda, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang 
diperlukan untuk uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam 
penelitian ini adalah, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 
digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam 
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu kolmogorov smirnov 
dan normal probability plot. Uji kolmogorov smirnov lebih sering digunakan karena 
menghasilkan angka-angka yang lebih detail, dan hasil tersebut lebih dapat 





Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil uji kolmogorov smirnov dapat 
dilihat pada tabel dibawah: 
Tabel 4.14 
















Kolmogorov-Smirnov Z ,761 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,609 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Dari table 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang 
ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 
0,609. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam 
penelitian ini terdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov smirnov cara lain untuk 













Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Gambar  4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal 
probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian 
ini memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikoleniaritas  
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara 
variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance 
Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi gejala multikoliniearitas. 







Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
 Tolerance VIF 
 
Penerapan e-Filling System ,599 1,670 
Taxpayer Awareness ,435 2,300 
Sosialisasi Perpajakan ,625 1,600 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
    Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas, nilai tolerance yang 
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel penerapan e-filling 
system senilai 0,599, taxpayer awareness senilai 0,435, sosialisasi perpajakan 
senilai 0,625. Adapun nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil 
daripada 10. Untuk variabel penerapan e-filling system senilai 1,670, taxpayer 
awareness senilai 2,300 dan sosialisasi perpajakan senilai 1,600. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel 
independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua 
nilai VIF variabel lebih kecil dari 10. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan Scatter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model 
regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian 






Hasil  Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukan bahwa grafik 
scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana 
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 
pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 
kepatuhan wajib pajak berdasarkan penerapan e-filling system, taxpayer awareness, 
dan sosialisasi perpajakan. 
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji Park. 
Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.16. Jika nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas, apabila nilai 









Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park 
 
E. Hasil Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2,  
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen  
(penerapan e-filling system dan taxpayer awareness) terhadap variabel dependen 
(kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk hipotesis H3, H4 untuk menguji pengaruh 
moderasi sosialisasi perpajakan dengan menggunakan analisis moderasi dengan 
pendekatan nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan 
program SPSS versi 21. 
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 
Pengujian  hipotesis  H1 dan H2 dilakukan  dengan  analisis  regresi berganda 











(Constant) 1,631 1,032  1,580 ,123 
Penerapan e-Filling 
System 
-,019 ,022 -,171 -,868 ,391 
Taxpayer Awareness -,074 ,048 -,352 -1,521 ,137 
Sosialisasi Perpajakan ,129 ,067 ,374 1,935 ,061 
a. Dependent Variable: LnRes 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji park pada table 4.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 
probabilitas semua variabel independen berada diatas tingkat signifikan 0,05 jadi 





terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil  pengujian  tersebut ditampilkan 
sebagai berikut : 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,820a ,673 ,655 1,980 
a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filling System, Taxpayer Awareness 
    Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji koefisien deteminasi pada Tabel 4.17 menunjukkan nilai adjusted 
r square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat 
(dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dari tabel 4.17 di atas nilai adjusted square sebesar 0,655. Hal ini 
menunjukkan bahwa 65,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel 
penerapan e-filling system dan taxpayer awareness. Sisanya sebesar 34,5%  
dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji F – Uji Simultan 






Regression 298,597 2 149,298 38,096 ,000b 
Residual 145,003 37 3,919   
Total 443,600 39    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filling System, Taxpayer Awareness 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi 
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 38,096 dengan tingkat signifikansi 





F tabelnya sebesar 1,096 (df1=3-1=2 dan df2 =40-3= 37). Berarti variabel 
penerapan e-filling system dan taxpayer awareness secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Tabel  4.19 






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,606 2,584  2,944 ,006 
Penerapan e-Filling 
System 
,146 ,060 ,297 2,448 ,019 
Taxpayer Awareness ,560 ,113 ,599 4,935 ,000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 
berikut : 
Y = 7,606 + 0,146 X1 + 0,560 X2 +  e 
Keterangan : 
Y   = Kepatuhan Wajib Pajak 
X1   = Penerapan e-Filling System 
X2  = Taxpayer Awareness 
a   = Konstanta  
β1, β2, β3 = Koefisien regresi 
e   = Standar error 
 





a. Pada model regresi ini nilai konstanta menunjukkan bahwa jika variabel 
independen (penerapan e-filling system dan taxpayer awareness) diasumsikan 
sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
b. Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-filling system (X1)  pada penelitian 
ini dapat diartikan bahwa ketika variabel penerapan e-filling system (X1) 
mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
c. Nilai koefisien regresi variabel taxpayer awareness (X2) pada penelitian ini 
dapat diartikan bahwa ketika variabel taxpayer awareness (X2) mengalami 
peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1 dan H2) yang diajukan dapat 
dilihat sebagai berikut: 
a. Penerapan e-filling system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel penerapan e-filling 
system  memiliki t hitung sebesar  2,944 > t tabel sebesar 2,026 (sig. α=0,05 dan df 
= n-k, yaitu 40-3=37)  dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,146 dan 
tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini 
berarti penerapan e-filling system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penerapan e-filling 
system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan e-filling system, maka 
semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. 





Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel taxpayer awareness 
memiliki t hitung sebesar  4,935 > t tabel sebesar 2,026 dengan koefisien beta 
unstandardized sebesar 0,560 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti taxpayer awareness berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang 
menyatakan taxpayer awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
tebukti dan dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi taxpayer 
awareness yang diterapkan oleh WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan akan 
mampu meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. 
2. Hasil Uji Regresi Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) 
dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak terhadap Hipotesis Penelitian 
H3 dan H4.  
Tabel 4.20 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,962
a ,925 ,913 ,99205 
a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filling System, Taxpayer Awareness, Sosialisasi 
Perpajakan 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.20 di atas nilai R adalah 0,962 atau 96,2% menurut 
pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori 
berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80–1,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Zscore: penerapan e-filling system, Zscore: 
taxpayer awareness, Zscore: sosialisasi perpajakan, X1_M, dan X2_M, 





di atas menunjukkan R2 (R Square) sebesar 0,925 yang berarti kepatuhan wajib 
pajak dapat dijelaskan oleh variabel Zscore: penerapan e-filling system, Zscore: 
taxpayer awareness, Zscore: sosialisasi perpajakan, X1_M, dan X2_M, sekitar 
92,5% dan sisanya sebesar 7,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti 
dalam penelitian ini. 
Tabel 4.21 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 410,139 5 82,028 83,348 ,000b 
Residual 33,461 34 ,984   
Total 443,600 39    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Penerapan e-Filling SystemTaxpayer Awareness, Sosialisasi Perpajakan 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji simultan pada tabel 4.21 menunjukkan nilai F hitung sebesar 
83,348 dengan probabilitas 0,000 yang berada di bawah nilai 0,05. Hal ini berarti 
bahwa variabel Zscore: penerapan e-filling system, Zscore: 
taxpayer awareness, Zscore: sosialisasi perpajakan, X1_M, dan X2_M, secara 
bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan wajb pajak. 
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 4.22 
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 
b3 Signifikan 






3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
 
Keterangan:    
b2 : variabel sosialisasi perpajakan 
 b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (penerapan e-filling system dan 
taxpayer awareness) dengan variabel sosialisasi perpajakan 
 Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel sosialisasi 
perpajakan atas penerapan e-filling system dan taxpayer awareness terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Tabel 4.23 






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -25,014 6,655  -3,759 ,001 
Penerapan e-
Filling System 
,669 ,134 1,359 4,979 ,000 
Taxpayer 
Awraness 
,046 ,174 ,049 ,262 ,795 
Sosialisasi 
Perpajakan 
3,121 ,546 2,016 5,717 ,000 
X1_M -,040 ,010 -2,090 -4,001 ,000 
X2_M ,006 ,011 ,170 ,598 ,554 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat digambarkan dengan persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y=-25,014 + 0,669 ZX1 + 0,546 ZX2 + 3,121 ZM - 0,040 |ZX1-ZM| + 0,006| 







 Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
 ZX1   = Penerapan e-Filling System 
 ZX2    = Taxpayer Awareness 
 ZX3    = Sosialisasi Perpajakan 
|ZX1-ZM|   = Interaksi antara Penerapan e-Filling System dengan 
Sosialisasi Perpajakan 
|ZX2-ZM|   = Interaksi antara Taxpayer Awareness dengan Sosialisasi 
Perpajakan 
α             = Konstanta 
β1 – β7  = Koefisien Regresi 
 e   = Error Term 
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut 
a. Pada model regresi ini nilai konstanta menunjukkan bahwa jika variabel 
independen (penerapan e-filling system, taxpayer awareness dan interaksi 
antara variabel moderasi dengan variabel independen) diasumsikan sama 
dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. 
b. Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-filling system (X1) pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa ketika variabel penerapan e-filling 
system (X1) mengalami peningkatan, maka kecenderungan kepatuhan wajib 





c. Nilai koefisien regresi variabel taxpayer awareness (X2) pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa ketika variabel taxpayer awareness (X2) mengalami 
peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. 
d. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (M) pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa ketika variabel sosialisasi perpajakan (M) mengalami 
peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. 
e. Nilai koefisien regresi interaksi antara sosialisasi perpajakan (M) dengan 
penerapan e-filling system (X1) pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
dengan adanya interaksi antara sosialisasi perpajakan (M) dengan 
penerapan e-filling system (X1), maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan 
menurun. 
f. Nilai koefisien regresi interaksi antara sosialisasi perpajakan (M) dengan 
taxpayer awareness (X2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya interaksi antara sosialisasi perpajakan (M) dengan taxpayer 
awarenesss (X2), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
g. Diperoleh nilai signifikan uji t variabel sosialisasi perpajakan 0,000. Nilai 
tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada 
regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi penerapan e-
filling system dan sosialisasi perpajakan 0,000 yang menunjukkan bahwa 
interaksi tersebut  berpengaruh. Karena koefsien b2 signifikan dan b3 
signifikan, maka penggunaan variabel sosialisasi perpajakan merupakan 





penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus 
menjadi variabel independen. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang 
terlihat pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M  
mempunyai t hitung sebesar -4,001> t tabel 2,026 dengan koefisien beta 
unstandardized sebesar -0,040 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih 
kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel sosialisasi 
perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan 
variabel penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi 
hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan sosialisasi perpajakan memoderasi 
hubungan penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak 
terbukti atau diterima. 
h. Diperoleh nilai signifikan uji t variabel sosialisasi perpajakan 0,000. Nilai 
tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada 
regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi taxpayer 
awareness dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,554 yang menunjukkan 
bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefsien b2 signifikan 
dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel sosialiasi perpajakan 
termasuk dalam kategori prediktor yang artinya bahwa variabel sosialisasi 
perpajakan merupakan variabel independen dan tidak termasuk ke dalam 
variabel moderasi. Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 
4.20 menunjukkan bahwa variabel moderating X2_M  mempunyai t hitung 





0,006 dan tingkat signifikansi 0,554 yang lebih besar dari 0,05, maka H4 
ditolak. Koefisien regresi ini berarti sosialisasi perpajakan memperlemah 
hubungan taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
berarti bahwa sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi 
yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel taxpayer 
awareness dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi H4 yang menyatakan 
sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara taxpayer 
awareness dengan kepatuhann wajib pajak ditolak. 
F. Pembahasan 
1. Pengaruh Penerapan e-Filling System Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
penerapan e-filling system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan e-filling system 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif 
penerapan e-filling system pada WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dalam melaporkan SPT nya karena 
tidak perlu repot-repot membawa banyak berkas yang berat, bisa menghemat 
kertas, dan berbagai keuntungan lainnya yang dapat mempermudah pelaporan, 
sehingga WP akan lebih patuh dalam melaporkan SPTnya karena kemudahan 
tersebut. 
Sejalan dengan teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura 1977 





langsung. Dengan demikian, Wajib Pajak akan lebih patuh jika telah menerapkan 
e-filling system karena system ini mempermudah karena berbasis teknologi 
dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual. E-filling merupakan bagian 
dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam 
pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan 
diterapan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan 
kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Sarunan (2015) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan 
proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan 
pelaksanaan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak.  
2. Pengaruh Taxpayer Awareness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Taxpayer 
Awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa taxpayer awareness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, maka akan semakin 
meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, karena wajib pajak mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. 





yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau 
aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan 
pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan 
tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan  yang telah ditetapkan. 
Islam mengajarkan prinsip kepatuhan pada pemerintah sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa 59: 
 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah 
Allah, rasul-rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.” 
 Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 bukan negara yang 
berasaskan Islam tapi juga bukan negara sekuler karena pada sila pertama 
ditekankan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang tidak 
terpisahkan dengan sila-sila lainnya. Dengan prinsip pemerintah Indonesia ini 
adalah pemerintah yang menurut sebagian besar umat Islam mengandung makna 
tujuan syariat yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushulul 
khamsah) yaitu meliputi keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa 
(kehormatan), keselematan akal, keselamatan keluarga dan keturunan serta 
keselamatan hak miik dalam konteks ke Indonesiaan sesuai dengan rumusan yang 
telah disepakati bersama para pendiri negeri ini termasuk di dalamnya para ulama 
terkemuka. 
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Putri dkk (2017) yang 





terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di KPP Pratama Surakarta. 
3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Penerapan e-
Filling System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
sosialisasi perpajakan dalam memoderasi penerapan e-filling system terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi 
antara sosialisasi perpajakan dengan e-filling system berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, akan tetapi sosialisasi perpajakan tersebut memperlemah 
hubungan. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
sosialisasi perpajakan memoderasi penerapan e-filling system terhadap kepatuhan 
wajib pajak diterima. 
Penelitian ini mendukung penelitian Handayani dan Tambun (2016) dimana 
dalam penelitian tersebut mengungkapkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan 
memperlemah variabel penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hasil dari uji moderasi ini menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan tidak 
berjalan dengan baik maka banyak wajib pajak yang belum menggunakan system 
e-filling sehingga wajib pajak masih tetap menggunakan sistem manual. Sosialisasi 
Perpajakan memperlemah karena mungkin karyawan masih kurang mendapatkan 






4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Taxpayer 
Awareness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
sosialisasi perpajakan dalam memoderasi taxpayer awareness terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara 
sosialisasi perpajakan dengan taxpayer awareness tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat ditolak.  
Menurut Handayani dan Tambun (2016), bahwa sosialisasi perpajakan 
merupakan bukan variabel moderasi dan memperlemah hubungan. Hal ini sejalan 
dengan Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan 
menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang menyimpang dipengaruh oleh faktor 
sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Istilah 
pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindzey 1954 dan kemudian 
lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Tiraada (2013) perilaku 
menyimpang yang dilakukan wajib pajak terjadi karena adanya niat untuk 
melakukan hal tersebut atau niat untuk berperilaku. Adapun faktor yang 
mempengaruhi munculnya niat berperilaku yaitu: 1) behavioral beliefs merupakan 
keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
2) normative beliefs  yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri 
seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. 3) control beliefs 
yaitu keyakinan tentang keberadaan hal yang mendukung dan menghambat perilaku 
yang akan dilakukan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang  





Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-
filling system dan taxpayer awareness terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 
sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi. 
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan e-filling system 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi 
penerapan e-filling system maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. 
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa taxpayer awareness 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin 
tinggi taxpayer awareness maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. 
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan 
merupakan quazi moderasi dan dapat memoderasi (memperlemah) interaksi 
antara penerapan e-filling system dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin 
dapat memoderasi interaksi antara penerapan e-filling system dengan 
kepatuhan wajib pajak. 
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan 
merupakan prediktor dan tidak mampu memoderasi interaksi antara 
taxpayer awareness dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan 
bahwa tinggi rendahnya sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi 
interaksi antara taxpayer awareness dengan kepatuhan wajib pajak. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu populasi yaitu hanya di wilayah 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
2. Data yang digunakan dan dianalisis menggunakan instrumen berdasarkan 
persepsi jawaban dari responden, hal tersebut dapat menimbulkan masalah 
jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, maka 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian 
yang berbeda seperti melakukan metode wawancara langsung kepada 
responden agar lebih mencerminkan jawaban atas kondisi yang sebenarnya. 
C. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan penelitian, adapun 
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu dinyatakan dalam bentuk 
saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian sehingga mendapatkan hasil 
yang lebih baik, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi instansi agar lebih mengoptimalkan aplikasi e-filling  bagi wajib pajak 
dan tidak lupa memberikan sosialisasi perpajakan agar dapat menambah 
pengetahuan para wajib pajak jika ada wajib pajak yang tidak mengetahui 
tata cara perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam 
membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel-
variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini, seperti: pengetahuan perpajakan, preferensi 
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• Identitas Responden 
Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pernyataan 
pilihan dengan memberi tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi 
Bapak/Ibu. 
1. Nama (boleh tidak diisi) : ................................................. 
2. Umur : .................................................   
3. Jenis Kelamin : Pria            Wanita 
4. Pendidikan Terakhir :     S3         S2         S1        D3       SMA/SMK 
5. Pendapatan/tahun : …………………………………  
6. Pekerjaan : ………………………………… 
7. Sudah Menggunakan e-filling system:  Ya      Tidak  
• Cara Pengisian Kuesioner 
   Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang 
tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 4). Setiap pernyataan mengharapkan hanya 
satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang 
diberikan :  
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Setuju 




1. Kuesioner mengenai Penerapan e-Filling System 
No. Pernyataan 
Tanggapan 
STS TS S SS 
A. Kecepatan Pelaporan SPT 
1 Dengan diterapkannya e-filling, saya dapat melaporkan 
SPT kapanpun ketika saya memiliki waktu luang. 
    
2 Dengan diterapkannya e-filling, saya dapat melaporkan 
SPT dimana pun saya berada ketika saya terhubung 
dengan internet. 
    
3 e-Filling system dapat merespon dan memberikan 
konfirmasi dengan cepat saat saya melaporkan SPT. 
    
B. Lebih Hemat 
4 Dengan diterapkannya e-filling, saya tidak perlu pergi ke 
kantor pajak untuk melaporkan pajak saya. 
    
5 Dengan diterapkannya e-filling saya dapat menghemat 
biaya untuk melaporkan pajak. 
    
C. Penghitungan Lebih Cepat 
6 Dengan diterapkannya e-filling perhitungan pajak saya 
lebih cepat. 
    
D. Kemudahan Pengisian SPT 
7 e-Filling system memudahkan saya dalam melakukan 
perhitungan pajak. 
    
8 Dengan diterapkannya e-filling system perhitungan pajak 
saya lebih akurat. 
    
9 Dengan diterapkannya e-filling system memudahkan 
saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 
    
10 e-Filling system mudah untuk dipelajari bagi pemula.     
11 e-Filling system memudahkan saya dalam melakukan 
pengisian SPT. 
    
E. Kelengkapan dan Pengisian SPT 
12 Dengan diterapkannya e-filling system data yang saya 
sampaikan selalu lengkap. 
    
13 Dalam e-filling system  terdapat validasi pengisian SPT.     
14 Saya merasa tenang karena data saya selalu lengkap saat 
menggunakan e-filling. 
    
F. Lebih Ramah Lingkungan 
15 Saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran 
dengan diterapkannya e-filling system. 
    
16 e-Filling system lebih ramah lingkungan karena 
meminimalisir penggunaan kertas. 
    
17 Sejak menggunakan e-filling saya tidak perlu 
menggunakan banyak kertas untuk pelaporan 
perpajakan. 




2. Kuesioner mengenai Taxpayer Awareness 
No. Pernyataan 
Tanggapan 
STS TS S SS 
A. Mengetahui Adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan 
1 Saya mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang yang 




B. Mengetahui Fungsi Pajak untuk Pembiayaan Negara 
2 Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban 




C. Memahami Bahwa Kewajiban Perpajakan Harus Dilaksanakan Sesuai 
dengan Ketentuan yang Berlaku 
3 Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus 




4 Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.     
5 Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang 
seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara.   
 
 
D. Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Pajak dengan Sukarela 





E. Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Pajak dengan Sukabenar 












STS TS S SS 
A. Penyuluhan 
1 Setujukah Anda bahwa penyuluhan pajak merupakan 





B. Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat 
2 Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas atau 
aparat pajak melalui berbagai media, baik media 
elektronik maupun media massa bahkan sampai 
melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat 
(daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensi pajaknya 





C. Informasi dari Petugas ke Wajib Pajak 
3 Petugas atau aparat pajak menawarkan kenyamanan 
pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib 




D. Pemasangan Billboard 
4 Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan 
atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan 
singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan 





E. Website Dirjen Pajak 
5 Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat 
dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan 
mudah serta informasi yang diberikan pun sangat 










STS TS S SS 
A. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri 
1 Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk 




2 Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara 




B. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang 
3 Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak 
penghasilan saya.   
 
 
4 Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak 
penghasilan saya.   
 
 





C. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak 
6 Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada 




D. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan 





8 Saya selalu melaporkan SPT saya.     
9 Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu 










Penerapan e-Filling System Total 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17  
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 57 
2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 56 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 55 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 57 
5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 55 
6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 56 
7 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 55 
8 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 55 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 49 
11 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 56 
12 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 63 
13 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 60 
14 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 61 
15 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 58 
16 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 58 
17 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 58 
18 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
19 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 51 
20 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 50 
  
105 
21 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 55 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
24 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 58 
25 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 52 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
28 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 56 
29 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
30 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 55 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 49 
32 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 56 
33 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 63 
34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 56 
35 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 55 
36 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
37 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
39 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 58 







X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
1 3 4 3 3 3 3 3 22 
2 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 3 4 3 4 4 2 3 23 
4 3 4 3 2 3 2 2 19 
5 3 4 3 3 3 3 3 22 
6 3 4 4 3 3 3 3 23 
7 3 4 3 1 2 3 3 19 
8 3 4 4 4 4 3 4 26 
9 3 4 3 3 3 3 3 22 
10 3 3 3 2 3 3 3 20 
11 3 3 3 2 3 2 3 19 
12 3 3 4 4 3 3 4 24 
13 4 4 3 4 3 3 3 24 
14 3 3 3 2 2 3 3 19 
15 3 3 3 3 3 3 3 21 
16 4 4 3 3 3 3 3 23 
17 3 4 3 3 3 3 3 22 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 
19 3 4 3 2 2 3 3 20 
20 3 3 3 3 3 3 3 21 
21 3 3 3 3 3 3 3 21 
22 3 3 3 3 3 3 3 21 
23 3 3 3 3 3 3 3 21 
24 3 4 3 3 3 2 3 21 
25 3 4 4 4 4 4 4 27 
26 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 3 3 3 3 3 3 3 21 
28 4 4 4 4 4 3 3 26 
29 3 4 3 2 2 3 3 20 
30 3 3 3 3 3 3 3 21 
31 3 3 3 3 3 3 3 21 
32 3 3 3 3 3 3 3 21 
33 3 3 3 3 3 3 3 21 
34 3 4 3 3 3 2 3 21 
35 3 4 4 4 4 4 4 27 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 
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37 3 3 3 3 3 3 3 21 
38 4 4 4 4 4 3 3 26 
39 3 4 3 2 2 3 3 20 







M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 
1 4 4 4 4 3 19 
2 4 4 4 4 4 20 
3 3 3 3 2 2 13 
4 3 3 3 2 2 13 
5 3 3 3 2 2 13 
6 3 3 3 3 3 15 
7 4 3 3 3 3 16 
8 3 3 3 3 2 14 
9 3 3 3 3 2 14 
10 3 3 3 2 2 13 
11 3 3 2 2 2 12 
12 4 4 3 3 3 17 
13 3 4 3 3 2 15 
14 3 3 3 2 2 13 
15 3 3 3 2 2 13 
16 3 4 3 3 2 15 
17 3 3 3 2 2 13 
18 3 2 2 2 2 11 
19 4 4 4 3 3 18 
20 3 3 2 2 2 12 
21 3 3 3 2 2 13 
22 3 3 3 2 2 13 
23 3 3 3 3 3 15 
24 4 3 3 3 3 16 
25 4 4 3 3 3 17 
26 4 4 4 4 4 20 
27 3 3 2 2 2 12 
28 4 3 3 3 3 16 
29 3 3 3 3 2 14 
30 3 3 3 3 2 14 
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31 3 3 3 2 2 13 
32 3 3 3 3 2 14 
33 3 3 3 2 2 13 
34 3 3 3 2 2 13 
35 3 3 3 2 2 13 
36 4 3 3 3 3 16 
37 3 3 3 3 2 14 
38 3 3 3 3 2 14 
39 3 3 3 2 2 13 





Kepatuhan Wajib Pajak 
Total 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 27 
4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 27 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
7 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
11 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 
12 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31 
13 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
16 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
18 1 1 3 3 2 1 1 1 1 14 
19 4 2 3 4 3 4 4 4 4 32 
20 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
24 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 
  
109 
25 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
28 4 4 4 4 3 3 3 3 2 30 
29 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
32 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
36 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 
37 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 













X1 40 20,00 68,00 54,6500 6,84836 
X2 40 7,00 28,00 21,9500 3,60875 
M 40 11,00 20,00 14,3500 2,17857 
Y 40 14,00 36,00 27,9000 3,37259 
Valid N 
(listwise) 
40     
 
B. Statistik Deskriptif Pernyataan 
1. Deskriptif Variabel Penerapan e-Filling System 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 1 2,5 2,5 5,0 
3,00 22 55,0 55,0 60,0 
4,00 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 2 5,0 5,0 7,5 
3,00 22 55,0 55,0 62,5 
4,00 15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 2 5,0 5,0 7,5 
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3,00 24 60,0 60,0 67,5 
4,00 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 28 70,0 70,0 72,5 
4,00 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 34 85,0 85,0 87,5 
4,00 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 27 67,5 67,5 70,0 
4,00 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 33 82,5 82,5 85,0 
4,00 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 31 77,5 77,5 80,0 
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4,00 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 1 2,5 2,5 5,0 
3,00 26 65,0 65,0 70,0 
4,00 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 5 12,5 12,5 15,0 
3,00 30 75,0 75,0 90,0 
4,00 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 3 7,5 7,5 10,0 
3,00 24 60,0 60,0 70,0 
4,00 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 28 70,0 70,0 72,5 
4,00 11 27,5 27,5 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 36 90,0 90,0 92,5 
4,00 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 29 72,5 72,5 75,0 
4,00 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 23 57,5 57,5 60,0 
4,00 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 18 45,0 45,0 47,5 
4,00 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X1.17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 23 57,5 57,5 60,0 
4,00 16 40,0 40,0 100,0 




2. Deskriptif Variabel Taxpayer Awareness 
 
X2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 32 80,0 80,0 82,5 
4,00 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 18 45,0 45,0 47,5 
4,00 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 29 72,5 72,5 75,0 
4,00 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 6 15,0 15,0 17,5 
3,00 22 55,0 55,0 72,5 
4,00 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 5 12,5 12,5 15,0 
3,00 26 65,0 65,0 80,0 
4,00 8 20,0 20,0 100,0 
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Total 40 100,0 100,0  
 
X2.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 5 12,5 12,5 15,0 
3,00 29 72,5 72,5 87,5 
4,00 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
X2.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1,00 1 2,5 2,5 2,5 
2,00 1 2,5 2,5 5,0 
3,00 31 77,5 77,5 82,5 
4,00 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
3. Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan 
 
M1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3,00 30 75,0 75,0 75,0 
4,00 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
M2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 1 2,5 2,5 2,5 
3,00 31 77,5 77,5 80,0 
4,00 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
M3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 5 12,5 12,5 12,5 
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3,00 31 77,5 77,5 90,0 
4,00 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
M4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 19 47,5 47,5 47,5 
3,00 18 45,0 45,0 92,5 
4,00 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
M5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 26 65,0 65,0 65,0 
3,00 12 30,0 30,0 95,0 
4,00 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
4. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 24 60.0 60.0 62.5 
4.00 15 37.5 37.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 5 12.5 12.5 12.5 
3.00 29 72.5 72.5 85.0 
4.00 6 15.0 15.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 36 90.0 90.0 92.5 
4.00 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 33 82.5 82.5 85.0 
4.00 6 15.0 15.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 36 90.0 90.0 92.5 
4.00 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 2.5 2.5 2.5 
2.00 4 10.0 10.0 12.5 
3.00 30 75.0 75.0 87.5 
4.00 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 32 80.0 80.0 82.5 
4.00 7 17.5 17.5 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 2.5 2.5 2.5 
3.00 31 77.5 77.5 80.0 
4.00 8 20.0 20.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 2.5 2.5 2.5 
2.00 5 12.5 12.5 15.0 
3.00 27 67.5 67.5 82.5 
4.00 7 17.5 17.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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UJI KUALITAS DATA 
A. Uji Validitas 
1. Variabel Penerapan e-Filling System 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,543** ,538** ,276 ,332* ,342* ,230 ,414** ,446** ,408** ,389* ,344* 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,084 ,037 ,031 ,154 ,008 ,004 ,009 ,013 ,030 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.2 Pearson 
Correlation 
,543** 1 ,488** ,558** ,571** ,222 ,058 ,514** ,337* ,384* ,228 ,362* 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 ,000 ,168 ,720 ,001 ,034 ,014 ,157 ,022 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.3 Pearson 
Correlation 
,538** ,488** 1 ,335* ,436** ,348* ,180 ,385* ,437** ,521** ,427** ,335* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,034 ,005 ,028 ,266 ,014 ,005 ,001 ,006 ,034 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.4 Pearson 
Correlation 
,276 ,558** ,335* 1 ,686** ,398* ,206 ,441** ,500** ,363* ,621** ,538** 
Sig. (2-tailed) ,084 ,000 ,034  ,000 ,011 ,202 ,004 ,001 ,021 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.5 Pearson 
Correlation 
,332* ,571** ,436** ,686** 1 ,339* ,351* ,300 ,377* ,493** ,358* ,405** 
Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,005 ,000  ,032 ,026 ,060 ,016 ,001 ,023 ,009 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.6 Pearson 
Correlation 
,342* ,222 ,348* ,398* ,339* 1 ,455** ,236 ,452** ,339* ,682** ,661** 
Sig. (2-tailed) ,031 ,168 ,028 ,011 ,032  ,003 ,143 ,003 ,032 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.7 Pearson 
Correlation 
,230 ,058 ,180 ,206 ,351* ,455** 1 ,302 ,397* ,485** ,388* ,536** 
Sig. (2-tailed) ,154 ,720 ,266 ,202 ,026 ,003  ,058 ,011 ,002 ,013 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.8 Pearson 
Correlation 
,414** ,514** ,385* ,441** ,300 ,236 ,302 1 ,503** ,253 ,321* ,341* 
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Sig. (2-tailed) ,008 ,001 ,014 ,004 ,060 ,143 ,058  ,001 ,115 ,043 ,031 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.9 Pearson 
Correlation 
,446** ,337* ,437** ,500** ,377* ,452** ,397* ,503** 1 ,699** ,516** ,644** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,034 ,005 ,001 ,016 ,003 ,011 ,001  ,000 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.10 Pearson 
Correlation 
,408** ,384* ,521** ,363* ,493** ,339* ,485** ,253 ,699** 1 ,499** ,518** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,014 ,001 ,021 ,001 ,032 ,002 ,115 ,000  ,001 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.11 Pearson 
Correlation 
,389* ,228 ,427** ,621** ,358* ,682** ,388* ,321* ,516** ,499** 1 ,621** 
Sig. (2-tailed) ,013 ,157 ,006 ,000 ,023 ,000 ,013 ,043 ,001 ,001  ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.12 Pearson 
Correlation 
,344* ,362* ,335* ,538** ,405** ,661** ,536** ,341* ,644** ,518** ,621** 1 
Sig. (2-tailed) ,030 ,022 ,034 ,000 ,009 ,000 ,000 ,031 ,000 ,001 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.13 Pearson 
Correlation 
,432** ,333* ,347* ,502** ,630** ,327* ,431** ,384* ,467** ,432** ,523** ,607** 
Sig. (2-tailed) ,005 ,036 ,028 ,001 ,000 ,040 ,005 ,015 ,002 ,005 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.14 Pearson 
Correlation 
,236 ,255 ,358* ,410** ,518** ,701** ,562** ,265 ,602** ,604** ,579** ,646** 
Sig. (2-tailed) ,143 ,113 ,023 ,009 ,001 ,000 ,000 ,099 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.15 Pearson 
Correlation 
,468** ,495** ,490** ,632** ,430** ,420** ,127 ,512** ,722** ,508** ,522** ,561** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,001 ,000 ,006 ,007 ,433 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.16 Pearson 
Correlation 
,478** ,459** ,408** ,537** ,386* ,378* ,260 ,419** ,564** ,450** ,515** ,675** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,009 ,000 ,014 ,016 ,105 ,007 ,000 ,004 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
X1.17 Pearson 
Correlation 
,594** ,616** ,553** ,489** ,343* ,420** ,127 ,512** ,655** ,508** ,522** ,632** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,030 ,007 ,433 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 




,643** ,639** ,653** ,715** ,656** ,643** ,479** ,591** ,786** ,713** ,735** ,786** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 
2. Variabel Taxpayer Awareness 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,670** ,705** ,656** ,669** ,604** ,593** ,816** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.2 Pearson Correlation ,670** 1 ,654** ,526** ,518** ,534** ,595** ,754** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.3 Pearson Correlation ,705** ,654** 1 ,773** ,813** ,716** ,850** ,874** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.4 Pearson Correlation ,656** ,526** ,773** 1 ,848** ,597** ,689** ,829** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.5 Pearson Correlation ,669** ,518** ,813** ,848** 1 ,654** ,706** ,841** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.6 Pearson Correlation ,604** ,534** ,716** ,597** ,654** 1 ,803** ,820** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2.7 Pearson Correlation ,593** ,595** ,850** ,689** ,706** ,803** 1 ,823** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2 Pearson Correlation ,816** ,754** ,874** ,829** ,841** ,820** ,823** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Variabel Sosialisasi Perpajakan 
 
Correlations 
 M1 M2 M3 M4 M5 M 
M1 Pearson 
Correlation 
1 ,557** ,518** ,647** ,792** ,845** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 
M2 Pearson 
Correlation 
,557** 1 ,620** ,617** ,506** ,779** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 
M3 Pearson 
Correlation 
,518** ,620** 1 ,642** ,579** ,794** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 
M4 Pearson 
Correlation 
,647** ,617** ,642** 1 ,783** ,886** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 
M5 Pearson 
Correlation 
,792** ,506** ,579** ,783** 1 ,865** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 
N 40 40 40 40 40 40 
M Pearson 
Correlation 
,845** ,779** ,794** ,886** ,865** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y 
Y1 Pearson Correlation 1 ,603** ,502** ,386* ,350* ,446** ,396* ,622** ,450** ,690** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,014 ,027 ,004 ,011 ,000 ,004 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Y2 Pearson Correlation ,603** 1 ,604** ,344* ,451** ,672** ,363* ,439** ,453** ,718** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,030 ,003 ,000 ,021 ,005 ,003 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y3 Pearson Correlation ,502** ,604** 1 ,552** ,744** ,569** ,590** ,562** ,253 ,726** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,115 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y4 Pearson Correlation ,386* ,344* ,552** 1 ,752** ,564** ,661** ,624** ,396* ,724** 
Sig. (2-tailed) ,014 ,030 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y5 Pearson Correlation ,350* ,451** ,744** ,752** 1 ,710** ,747** ,714** ,380* ,798** 
Sig. (2-tailed) ,027 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y6 Pearson Correlation ,446** ,672** ,569** ,564** ,710** 1 ,700** ,679** ,625** ,869** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y7 Pearson Correlation ,396* ,363* ,590** ,661** ,747** ,700** 1 ,769** ,466** ,803** 
Sig. (2-tailed) ,011 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,002 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y8 Pearson Correlation ,622** ,439** ,562** ,624** ,714** ,679** ,769** 1 ,675** ,878** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y9 Pearson Correlation ,450** ,453** ,253 ,396* ,380* ,625** ,466** ,675** 1 ,724** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,003 ,115 ,011 ,016 ,000 ,002 ,000  ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y Pearson Correlation ,690** ,718** ,726** ,724** ,798** ,869** ,803** ,878** ,724** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B. Uji Reliabilitas 




N of Items 
,934 17 
 




N of Items 
,932 7 
 




N of Items 
,890 5 
 




N of Items 
,906 9 
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UJI ASUMSI KLASIK 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 40 




Most Extreme Differences Absolute ,120 
Positive ,058 
Negative -,120 
Kolmogorov-Smirnov Z ,761 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,609 
a. Test distribution is Normal. 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,631 1,032  1,580 ,123 
X1 -,019 ,022 -,171 -,868 ,391 
X2 -,074 ,048 -,352 -1,521 ,137 
M ,129 ,067 ,374 1,935 ,061 






A. Analisis Regresi Linear Berganda 
Model Summary 
Modl R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,820a ,673 ,655 1,97965 
a. Predictors: (Constant), X1, X2 
 
ANOVAa 






Regression 298,597 2 149,298 38,096 ,000b 
Residual 145,003 37 3,919   
Total 443,600 39    
a. Dependent Variable: Y 











T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,606 2,584  2,944 ,006 
X1 ,146 ,060 ,297 2,448 ,019 
X2 ,560 ,113 ,599 4,935 ,000 























1 ,962a ,925 ,913 ,99205 
a. Predictors: (Constant), MODERAT2, X1, 







Square F Sig. 
1 Regressio
n 
410,139 5 82,028 83,348 ,000b 
Residual 33,461 34 ,984   
Total 443,600 39    
a. Dependent Variable: Y 











t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -25,014 6,655  -3,759 ,001 
X1 ,669 ,134 1,359 4,979 ,000 
X2 ,046 ,174 ,049 ,262 ,795 
M 3,121 ,546 2,016 5,717 ,000 
MODERA
T1 
-,040 ,010 -2,090 -4,001 ,000 
MODERA
T2 
,006 ,011 ,170 ,598 ,554 
a. Dependent Variable: Y 
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